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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah hal yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan
suatu negara, baik bagi negara:yangsudah, maju maupun negara berkembang.
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memiliki konsep pembangunan
sebagai hal yang mutlak untuk dipenuhi agar dapat menjawab tuntutan yang sudah
menjadi kebutuhan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk
tercapainya suatu tujuan akan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan suatu
negara, pembangunan itu sendiri haruslah direncanakan dengan tepat agar
memperoleh hasil yang optimal.

Dalam berbagai kajian, perencanaan pembangunan diartikan sebagai fungsi
utama manajemen pembangunan dalam proses bernegara. Fungsi ini muncul sebagai
akibat dari kebutuhan pembangunan; yang. lebih besar dibandingkan dengan
ketersediaan sumber daya. Dengan perencanaan pembangunan yang baik, kegiatan
pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan hasil yang
optimal."Manfaat perencanaan daerah adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan

kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai alat ukur, standar pengawasan, atau
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evaluasi, dan sebagai bahan perkiraan penentuan alternatif terbaik dalam skala
penggunaan sumber daya yang tersedia.’

Strategi pembangunan yang hanya mengacu pada paradigma pertumbuhan dan
“pemerataan” telah terbukti rentan terhadap masalah-masalah sosial. Pendekatan
pembangunan harus disertai dengan nilai kelestarian pembangunan (sustainable
development) guna menumbuhkan self sustaining capacity dari masyarakat. Ini
berarti bahwa pembang'uhan‘ hafus berpusat pada manusia (people centered
development). Strategi ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

Pendekatan partisipasi menjadi alternatif pilihan yang mengemukan untuk
lebih memberikan peran aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan di berbagai
tahap pembangunan (perencanaan, perancangan, pelaksanaan sampai pra
pemeliharaan). Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari
keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang
sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat
dalam penyusunan Kkebijakanpemerintah.  Namun. demikian, hingga saat ini,
partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga dalam
proses pengambilan keputusan publik. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat

tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi juga pada tahap perencanaan dan
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pengambilan keputusan.’Berkaitan dengan itu menurut UU Nomor 25 Tahun 2004,
salah satu tujuan perencanaan adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Menurut hierarki dari jenis perencanaan di Indonesia, partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dapat digolongkan kedalam perencanaan dari bawah keatas
(bottom-up planning). Perencanaan dari bawah keatas dianggap sebagai pendekatan
perencanaan yang seharusnya diikuti dengan didasarkan pada kebutuhan nyata.
Dengan demikian prose'sn'ya | dirﬁulai déngan mengenali kebutuhan di tingkat
masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan terkena dampak
dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Sedangkan menurut proses
perencanaan dan penganggaran partisipasi masyarakat adalah bentuk dari pendekatan
partisipasi. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan terhadap pembangunan yang sedang direncanakan.”

Untuk mencapai pembangunan yang diselenggarakan dengan partisipasi
masyarakat tersebut, maka lahirlah suatu sistem pembangunan di Indonesia dengan
menggunakan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Namun,
pembangunan daerah-dengan melibatkan partisipasi-masyarakat melalui musrenbang
menjadi suatu hal yang menarik bagi peneliti, karena banyak pembangunan yang
pada akhirnya dibangun oleh pemerintah yang ternyata tidak menjadi prioritas
masyarakat desa/ kelurahan tersebut. Kemudian, dalam perjalanannya musrenbang

hanya dianggap sebagai formalitas saja karena tidak semua hal yang disepakati
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didalamnya dilaksanakan dan penentuan skala prioritas yang kurang tepat sasaran
ataupun adanya pergeseran prioritas pembangunan yang dirasakan tidak memenuhi
asas urgensitas di masyarakat.

Meski klaim titik berat pembangunan adalah partisipasi masyarakat yang
didasarkan pada proses perencanaan pembangunan secara bottom up, lewat
penyelenggaraan forum koordinasi pembangunan partisipasi yaitu Musyawarah
Perencanaan Pembangunan 'ditingkét desa/kkelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten
atau provinsi. Klaim ini layak dipertanyakan mengingat masih banyaknya protes
masyarakat terhadap rencana maupun pelaksanaan pembangunan. Masyarakat
melakukan unjuk rasa sebagai protes atas pemaksaan pemindahan tempat
tinggal. Atau munculnya protes @i masyarakat atas jalan rusak yang tak kunjung
diperbaiki.’

1.2 Rumusan Masalah

Perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada permasalahan
yang muncul di daerah tersebut. Namun, pada kenyataannya permasalahan suatu
daerah sering kali tidak’tercerminkan dalam struktur perencanaan dan penganggaran
pemerintah. Bahkan, hal yang dianggap sebagai bukan masalah justru mendapat
alokasi belanja yang lebih besar. Permasalahan inilah yang banyak terjadi sejak
dahulu hingga sekarang. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya baru guna meluruskan

mekanisme perencanaan dan penganggaran. Sehingga, di masyarakat tidak muncul
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pendapat bahwa musrenbang dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBD) sama sekali lain dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.®

Di Kelurahan Pasar Ambacang misalnya. Kelurahan yang berada di kota
Padang ini ditemukan pada tahun 2017memiliki 101 usulan yang masuk pada
Musrenbang nya. Kemudian, telah dirumuskan 18 usulan yang menjadi skala
prioritas pembangunan. Namun hanya 7 usulan dari skala prioritas yang berhasil
direalisasikan. Sebagian 'bésaf mésyarakat merasa tidak puas terhadap realisasi
pembangunan dari tahun ke tahun, masyarakat merasa pembangunan yang
diselenggarakan tidak sesuai dengan program yang mereka usulkan dalam skala
prioritas yang telah dirumuskan dalam musrenbang kelurahan tahun 2017.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat dan perangkat RW,
pembangunan yang ada tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hal-hal yang
mendesak untuk segera diatasi dalam pembangunan namun tidak terlaksana. Salah
satunya adalah pelaksanaaan pembuatan dan perbaikan drainase yang mana hal ini
lebih penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan pembangunan fisik
lainnya.?

Artinya, peneliti melihat bahwa banyaknya usulan tidak sebanding dengan
yang terealisasi. Jika hal seperti ini terjadi pada musrenbang dimana usulan demi
usulan tidak selalu mendapatkan realisasi dari pemerintah maka hal ini akan dapat

menurunkan semangat partisipasi atau bahkan merendahnya tingkat kepercayaan
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publik terhadap pemerintah. ldealnya masalah tersebut dapat diatasi apabila melihat
dari tujuan musrenbang itu sendiri yaitu menampung dan menetapkan kegiatan
prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu bahkan ada wilayah yang tidak
tersentuh pembangunan selama tiga tahun, hal ini membuat masyarakat kecewa
dengan keadaan tersebut.’

Berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pembangunan
oleh pemerintah Kelurahan fidék seéuai dehgan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
dan hasil musrenbang yang diselenggarakan pada tahun 2017. Dengan kata lain
pemerintah  tidak mengakomodir keluhan masyarakat akan pembangunan yang
efektif. Sebagaimana harusnya hal ini dapat terakomodir dalam skala prioritas
perencanaan pembangunan dalam musrenbang kelurahan. Seharusnya skala prioritas
yang dihasilkan dapat meringkas segala kebutuhan masyarakat akan pembangunan
yang tepat sasaran dan efektif. Sehingga terlihat jelas musrenbang menjadi tidak
responsif sehingga kebutuhan masyarakat tidak terakomodir dalam APBD.

Peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah kajian tentang bagaimana
proses berjalannya musrenbang khususnya di Kelurahan Pasar Ambacang untuk lebih
dapat memastikan bahwa proses musrenbang berjalan dengan baik atau tidak. Agar
lebih dapat melihat penyebab tidak terealisasinya beberapa skala prioritas yang telah
disusun dan diusulkan.

Maka dari itu penting sekali untuk meneliti lebih dalam “Bagaimana proses

musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pasar Ambacang tahun 2017 ?”
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti susun, maka
penelitian ini bertujuan untuk  menjelaskan proses musyawarah perencanaan
pembangunan di kelurahan Pasar Ambacang Tahun 2017.
1.4 Manfaat Penelitian

Seiring dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini
diharapkan akan memberikan fnanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
pengetahuan secara umum, khususnya dalam kajian ilmu politik.

a. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
dan pemikiran pada ilmu sosial umumnya dan ilmu politik khususnya.

b. SecaraTearitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang akan meneliti
permasalahan yang sama.

c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
kelurahan ~Pasar Ambacang dalam menjalankan proses perencanaan
pembangunan di kelurahan Pasar Ambacang.



